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ABSTRAK

Walau kebijakan nasional KTR sudah ada sejak 2012 (PP 109/2012) dan sudah banyak provinsi dan kabupaten/kota mengadopsi, pengendalian tembakau masih menjadi masalah besar. Data Riskesdas terakhir menunjukkan bahwa prevalensi merokok di antara usia 15 tahun ke atas tetap tinggi (34% tahun 2018) sedangkan prevalensi di antara remaja 10-18 tahun meningkat (9% tahun 2018). Namun, belum ada kajian sistematis melihat besaran alokasi dana untuk pelaksanaan KTR di tingkat daerah. Hal ini penting mengingat potensi penerimaan pajak rokok yang cukup besar. Oleh karena itu, proposal penelitian ini bertujuan mengkaji berapa besar alokasi dana untuk pelaksanaan kebijakan KTR di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia periode 2012-2020. Penelitian ini adalah kolaborasi antara peneliti di Bengkulu sebagai provinsi miskin dengan prevalensi merokok ketiga tertinggi dan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang paling tinggi tingkat pengaruh industri rokok. Hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan KTR di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Nasional

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 61 juta perokok di Indonesia pada tahun 2018.[footnoteRef:1] Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) yang diatur dalam Undang-Undang 36/2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 188/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. Kebijakan KTR bertujuan untuk: a) memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain; b) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; c) melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.[footnoteRef:2]  [1:  WHO 2018 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272673/wntd_2018_indonesia_fs.pdf?sequence=1, diakses 6 Juni 2020 ]  [2:  Prototif UU/Perda KTR: Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia, hlm 5.] 


Pemerintah juga mengeluarkan UU 39/2007 tentang cukai yang berperan penting dalam membatasi konsumsi terhadap produk turunan dari tembakau khususnya rokok. Semakin tinggi cukai, akan semakin tinggi pula harga untuk produk tembakau, dan diharapkan akan menahan atau menurunkan konsumsi masyarakat terhadap tembakau dan rokok.[footnoteRef:3] Selanjutnya, Perpres 28/2018 tentang pemanfaatan pajak rokok untuk JKN menyebutkan bahwa dari 50% pajak rokok untuk daerah, 75% harus dikembalikan ke pemerintah pusat untuk JKN. Seharusnya, pemda diwajibkan untuk menggunakan minimal setengah dari hasil pajak rokok tersebut untuk kegiatan promotive dan preventif termasuk sosialisasi dan penegakan peraturan KTR, hanya yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. [3: Fatoni Firmansyah, 2015 “Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah “ Jurnal Kinerja, volume 19, no.2, th. 2015: hal. 97-111] 


1.2. Kebijakan Daerah

Di Bengkulu, sebagai salah satu provinsi miskin, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menghadapi masalah besar dalam pengendalian tembakau. Riskesdas 2018 menunjukkan provinsi Bengkulu menempati urutan perokok tertinggi ketiga (31.9%) di tanah air, setelah Jawa Barat (32.0%) dan Gorontalo (32.3%) untuk prevalensi yang merokok usia 10 tahun ke atas.[footnoteRef:4] Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah provinsi telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) 4/2017 tentang KTR yang  resmi berlaku sejak awal 2018. Perda KTR juga telah disahkan di semua 10 kabupaten/kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, pelaksanaan di lapangan belum efektif. Kami melakukan survei kepatuhan KTR tahun 2019 di 105 fasilitas termasuk kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja, dan fasilitas umum di Kota Bengkulu. Tingkat kepatuhan untuk enam kriteria KTR masih rendah yaitu 38% di semua fasilitas, yang bervariasi dari 17% kepatuhan di fasilitas publik luar ruang hingga 67% kepatuhan di fasilitas kesehatan. Dari wawancara dengan pemangku kepentingan, salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan KTR adalah anggaran yang terbatas bagi instansi pelaksana seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP.[footnoteRef:5] [4:  Laporan Nasional RISKESDAS 2018: Badan Penelitian dan Pemgembangan Kesehatan Kemenkes 2019]  [5:  Yunarman S, Ahsan A dkk, 2020 “Compliance with smoke-free policy and challenges in implementation: Evidence from Bengkulu, Indonesia” Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (under review)] 


Perda KTR Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa pelaksanaan dibebankan pada APBD dan sumber lain termasuk dari pajak rokok maksimal sebesar 50% dari jumlah pendapatan bagi hasil pajak rokok setiap tahunnya. Selanjutnya, sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, per tanggal 1 Januari 2014, Pemda diberi kewenangan memungut pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai rokok nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Selanjutnya, Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa persentase bagi hasil pajak rokok adalah 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Sejak 2014, pemda provinsi menyatakan bahwa perkiraan PAD dari pajak rokok berjumlah sekitar Rp 56-67 miliar.[footnoteRef:6]  [6:  ANTARA 2014 PAD pajak rokok Bengkulu 2014 Rp 67 miliar. https://bengkulu.antaranews.com/berita/24883/pad-pajak-rokok-bengkulu-2014-rp67-miliar, diakses 6 Juni 2020] 


Di Jawa Timur, yang memiliki tingkat pengaruh industri rokok yang sangat tinggi (seperti PT Sampoerna), pemerintah daerah juga menghadapi masalah besar dalam pengendalian tembakau. Riskesdas 2018 menunjukkan Jawa Timur memiliki prevalensi merokok yang masih tinggi (27.8%) di antara usia 10 tahun ke atas.[footnoteRef:7] Meskipun belum ada di tingkat provinsi sampai tahun 2019, Perda KTR sudah disahkan di 9 dari total 38 kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi.[footnoteRef:8] Sampai saat ini, kami belum menemukan studi evaluasi kepatuhan KTR di fasilitas-fasilitas di kabupaten/kota tersebut. Namun, Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan dari Kementrian Kesehatan tahun 2019 karena sukses menerapkan KTR.[footnoteRef:9] Di sisi lain, sampai Desember 2019, Perda KTR Kota Surabaya masih belum diterapkan karena dikatakan harus menunggu Peraturan Walikota.[footnoteRef:10] [7:  Laporan Nasional RISKESDAS 2018: Badan Penelitian dan Pemgembangan Kesehatan Kemenkes 2019]  [8:  Surabaya Pagi 2019 Sukseskan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Jawa Timur
http://www.surabayapagi.com/read/sukseskan-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-jawa-timur, diakses 6 Juni 2020]  [9:  Maria I. 2019. Sukses Implementasikan KTR, Pemkab Ngawi, Raih Pastika Parama dari Kemenkes. https://suara.ngawikab.go.id/2019/07/12/sukses-implementasikan-ktr-pemkab-ngawi-raih-pastika-parama-dari-kemenkes/, diakses 6 Juni 2020]  [10:  Anis dkk 2019. Kapan Perwali Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Dibuat? https://medium.com/risalahkebijakankesehatan/kapan-perwali-tentang-kawasan-tanpa-rokok-di-surabaya-dibuat-68ce4af3f0c, diakses 6 Juni 2020 ] 


1.3. Rumusan Masalah

Walaupun kebijakan nasional KTR sudah ada sejak 2012 (PP 109/2012) dan sudah banyak provinsi dan kabupaten/kota mengadopsi perda KTR di daerah, pengendalian tembakau masih menjadi masalah besar. Data Riskesdas terakhir menunjukkan bahwa prevalensi merokok (laki-laki dan perempuan) di antara usia 15 tahun ke atas tetap tinggi yaitu 36% di tahun 2013 dan 34% di tahun 2018. Selanjutnya, data juga menunjukkan bawah prevalensi merokok di antara remaja usia 10-18 tahun malah meningkat dari 7% menjadi 9% selama 2013-2018. Karena kebijakan KTR adalah salah satu kebijakan pengendalian tembakau yang utama, maka sangat perlu upaya pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari hasil penelitian kami tahun 2019 melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan KTR adalah anggaran yang terbatas bagi instansi pelaksana seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP.[footnoteRef:11] Kendala yang sama juga ditemukan dari hasil penelitian di Kota Jayapura tahun 2018.[footnoteRef:12] [11:  Yunarman S, Ahsan A dkk, 2020 “Compliance with smoke-free policy and challenges in implementation: Evidence from Bengkulu, Indonesia” Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (under review)]  [12:  Wahyuti dkk 2019 Monitoring Compliance and Examining Challenges of a Smoke-free Policy in Jayapura, Indonesia. J Prev Med Public Health 2019 ; 52:427-432] 


Namun, sampai saat ini belum ada penelitian yang secara sistematis melihat berapa besar alokasi dana untuk pelaksanaan kebijakan KTR di tingkat daerah. Hal ini penting mengingat potensi penerimaan pajak rokok yang cukup besar. Hasil simulasi pemerintah dan DPR menunjukkan potensi pemungutan pajak rokok nasional sebesar Rp11,63 triliun tahun 2014. Dengan jumlah 33 provinsi, secara rata-rata terdapat tambahan penerimaan masing-masing mencapai Rp330 miliar.[footnoteRef:13] Oleh karena itu, proposal penelitian ini bertujuan mengkaji berapa besar alokasi dana untuk pelaksanaan kebijakan KTR di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia periode 2012-2020. Penelitian ini adalah kolaborasi antara peneliti dan dosen di Bengkulu sebagai provinsi miskin dengan prevalensi merokok ketiga tertinggi dan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang paling tinggi tingkat pengaruh industri rokok. [13: Artikel dengan Judul ‘Urgensi Pajak Rokok” Oleh Joko Tri Haryanto, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan diakses dari web https://www.cermati.com/artikel/inilah-perbedaan-pajak-dan-cukai-rokok-serta-cara-menghitungnya, dikases pada Kamis, 28 Mei 2020.] 


2. TUJUAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengkaji berapa besar alokasi dana untuk pelaksanaan kebijakan KTR di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia periode 2012-2020, dengan studi kasus Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui besaran absolut alokasi dana untuk kebijakan KTR di provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu dan Jawa Timur
2. Mengetahui besaran relatif alokasi dana untuk kebijakan KTR dibandingkan dengan dana dari pajak rokok dan sumber lain
3. Mengetahui besaran alokasi dana untuk pengendalian tembakau selain KTR di provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu dan Jawa Timur
4. Mengetahui hambatan dan kendala dalam alokasi dana untuk KTR khususnya dan untuk pengendalian tembakau pada umumnya di provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu dan Jawa Timur
5. Memberikan masukan kebijakan terkait besaran laokasi dana untuk kebijakan KTR di daerah 

3. MANFAAT

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi pemerintah: Hasil penelitian dapat menjadi masukan evaluasi kebijakan alokasi dana untuk KTR khususnya di tingkat daerah 
2. Bagi masyarakat: Informasi alokasi dana untuk kebijakan KTR dapat menjadi dasar upaya dan dukungan lebih dari masyarakat termasuk sektor swasta
3. Bagi peneliti: Kolaborasi peneliti antar wilayah di Indonesia dapat saling membantu peningkatan kapasitas khususnya dalam riset pengendalian tembakau

4. METODOLOGI

4.1. Desain Studi

Pendekatan penelitian ini adalah mixed-methods design. Pendekatan kuantitatif akan dilakukan untuk mengetahui besaran alokasi dana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk periode 2012-2020. Sumber data adalah data alokasi anggaran tahunan dari Dinas Kesehatan dan Pol PP  sebagai pelaksana utama KTR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Penelitian kualitatif akan dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam alokasi dana untuk KTR khususnya dan untuk pengendalian tembakau pada umumnya di provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu dan Jawa Timur. Sumber data adalah wawancara dengan pemangku kepentingan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu : pertama,  yakni pihak yang berwenang memungut dan membagi dana hasil pajak rokok, dalam hal ini Gubernur, Kantor bea dan cukai dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi dan Bupati dan DPRD Kabupaten. Kedua, pihak yang berwenang memanfaatkan dana bagi hasil pajak rokok, termasuk pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perda KTR, yakni Dinas Kesehatan dan Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

4.2. Waktu dan Tempat 

Waktu penelitian direncanakan dalam enam bulan yaitu selama Juni-Nov 2020. Tempat penelitian ini dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu dan Jawa Timur. Semua kabupaten/kota yang memiliki perda KTR akan dijadikan sample: 10 kabupaten/kota di Bengkulu dan 9 kabupaten/kota di Jawa Timur.  

4.3. Analisis Data

Analisis data kuantitatif akan memberikan deskripsi statistik besaran dana alokasi untuk kebijakan KTR dari pajak rokok dan sumber lain. Hasil analisis adalah variasi dana berdasarkan kelompok seperti kegiatan pelayanan kesehatan kuratif, kegiatan preventif promotif umum, kegiatan preventif promotif pengendalian tembakau, dan penegakan KTR. Analisis juga akan melihat variasi besaran dan tren dana berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi kabupaten/kota, tingkat pendidikan, status kesehatan, kepemimpinan, dan lokasi (misalnya jarak ke ibukota provinsi) di antara 9 kabupaten/kota. Analisis akan dilakukan menggunakan software STATA untuk analisis kuantitatif dan QGIS untuk analisis geospasial.

Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah reduksi data (proses pengumpulan data), penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.[footnoteRef:14] [14:  Ibid, hlm 60] 










5. Timeline 

	No
	Kegiatan
	Jun
	Jul
	Agu
	Sep
	Okt
	Nov

	1
	Pembuatan proposal 


	
	
	
	
	
	

	2
	Seminar & perbaikan


	
		
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data kuantitatif/kualitatif
 
	
	
	
	
	
	

	4
	Data analisis & Penulisan


	
	
	
	
	
	

	5
	Seminar hasil

	
	
	
	
	
	

	6
	Cetak hasil dan laporan

	
	
	
	
	
	







6. Rincian Biaya 
	Kebutuhan
	Vol
	Satuan
	Frek
	Harga
	Jumlah biaya

	A. PRA LAPANGAN
	
	
	
	
	

	Belanja Bahan
	
	
	
	
	

	1. Belanja ATK
	4
	Paket
	1
	1.000.000
	4.000.000

	2. Photo copy
	2500
	Lbr
	2
	200
	1.000.000

	Sub total
	6.000.000

	B. PELAKSANAAN PENELITIAN
	
	
	
	
	

	Belanja Bahan
	
	
	
	
	

	1. Photo copy
	2500
	Lbr
	2
	200
	1.000.000

	1. Beli Printer
	1
	Buah
	1
	2.000.000
	2.000.000

	1. Beli Laptop
	1
	Buah
	2
	6.000.000
	6.000.000

	1. ATK
	1
	Paket
	1
	1.000.000
	1.000.000

	
	
	
	
	Sub Total
	10.000.000

	Belanja kegiatan FGD
	
	
	
	
	

	1.  Sewa tempat 
	1
	Kgt
	2
	5.000.000
	10.000.000

	1. Konsumsi Peserta
	30
	
	2
	6.000.000
	12.000.000

	1. Honor Narasumber
	3
	
	2
	1.000.000
	6.000.000

	Sub total
	28.000.000

	C. PASCA PELAKSANAAN
	
	
	
	
	

	Belanja Bahan
	
	
	
	
	

	1. Konsumsi rapat penelitian
	5
	Paket
	1
	1.000.000
	500.000

	2. ATK
	1
	Paket
	1
	1.000.000
	1.000.000

	3. Cetak laporan penelitian
	15
	Eksp
	1
	300.000
	4.500.000

	1. Biaya upload jurnal
	1
	kali
	1
	2.000.000
	2.000.000

	Sub total
	7.000.000

	Jumlah keseluruhan dari sub Total
	50.000.000


  Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah



